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BUPATI LEBONG 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR /'f TAHDN 2014 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGA!I RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG-

a . bahwa unluk melakmmakan ketenruan Pasal 20 

Peral:W'an Pcmcrintab Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Kctiga atas Pcraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 t.entang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak:ilan 

rakyat Daerah, dipa:ndang perlu d.ilakukan pengaruran 

tentang Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan 

Rakyat OacrJh Kabupaten Leoong Tahun 2014; 

b. bahwa Tunjaagan Pe:nrmahan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Leoong sebagaimana 

dimaksud pada huruf a di atas diberlkan dengan 

berdasarkan QZaij kepatutan, kewaiaran dan 

kemampuan keuangnn daerah; 

c. bahwa berda~rkan pertimbangan sebagaimana 

climaksud dalam huruf a dan huruf b, pcrlu diietapkan 

dcngan Peraturn:n Bupa ti. 

I. Undang-Undang Nomo r 9 Tahun 1967 ten tang 

Pcmbcnlukan P,:opinsi Bengkulu (Lcmbaran Negara 

Reput,,lik Indonesia Tahun 1967 Numor 19, Tambahan 

Lcm.baran Negara Republlk Indonesia Nom<lr 2828); 



• 

• 

2. Undang•Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 J\lomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang•Undang Nomor 1 Tahun 2004 <entang 

Perbendahan1an Negara (Lembaran Negara Republik 

tndoaesia Tahun 2004 Nomor 47 Tahun 2004, 

Tambahan Lcmbarnn Negara Republik Indonesia Nomor 

4355) 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lcntang 

Pcmc:rintahan Dacrah. (Lembaca.n Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, irambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4437) 

scbagaimana tclah bebcrapa kali diubah. terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcntang 

Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 lentang Pemerinlahan Dacrab [Lembanul 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 lfomor 59, 

Tambahan Lembarnn NegeraRepublik Indonesia Nomor 

4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan 

Pemerintah Daerah (l,embslra,, Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnba.han 

Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438} 

6. Unda:ng-Undang Nomor 27 Tabun 2009 tentang Majclis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pe,wakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Dae rah, dan Dewan Pcrwakilao 

Rakyal Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 

Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5043); 



• 

Memperhatikan 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lcnt.ang 

Pembentnkan Peratunin Pernndang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 lJ 

Nomor 82, 'rambahan Lembaran Negara Rcpublik 

lndonesU\ Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pe:mcrintah, 

Pemerintaha.o Oaerah Provlnsj dan Pemc-rintaha.o 

Oacrah Kabupaten / Koia (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan .Lcmbaran 

Negara Rcpubll.k lndonesia Nomor 3747); 

9. Pera.t-1.oran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Meateri 

Oa,lam Ncgeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pcdoman 

Pengelolaan Keuanga.o Oaerah ; 

LO. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tenta.ngPcmbentukan Produk Hukum Daerah; 

11. Peracura:n Oaerah Kabupalea Lebong Nomor 01 Ta.bun 

2014 rentang Anggaran Pcndapatan dan Belertje Oaerah 

Kabupaten Lcbong Tahun Anggaran 2014; 

12. Peraturan Bupati Lcboag Nomor 06 Tahun 2014 

tentang Penja baran Anggaran Pcndapalan dan Belanja 

Dae.rah Kabupaten Lcbong Tahun Anggatan 2014: 

t. Keputusan Bupatl l.ebong Nomor 93 Tabun 20 12 

tentang Tim Penetapan Standarisesi Sewa Rumah bagj 

Pimpinan dan Anggota DPRD. 

2. Serita Acara Rapat Tim Pcnetapan Standarisasi 

Tunjangen Pcrumahan bag, Pimpman dan Anggota 

DPRD l<abupatcn Lcbong tan.ggal 23 April 2012. 



Menctapkan 

MEMUTUSKAN: 

TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK KETUA, WAKIL 

KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWA.KILA.lf RAKYAT 

DAERAH IDPRDJ KABUPATEN LEBONG TAHUN. 2014 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraruran Bupati ini y:ang dimaksud : 

• a. Daerah adalab Kabupaten Lebong; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemetintah Kabupatcn Lebong; 

c. Kepala Dacrab adalah Bupati Lebong; 

d. Pimpinan DPRD ad.a)ah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupalcn Lebong terd.irl a.Las seorang ketua dan dua orang wakil kctua, 

e. Anggota DPRD adalah Anggo1a Dewan Perwakilan RakyaL Daera.h 

Kabupaten Lebong; 

f. Sekrelariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekreuuial Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong; 

g, Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Pentmahan untuk Keu,a, Wakil 

Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah Kabupaten Lcbong 

y<1ng cliberikan dalam benmk uang; 

BABU 

KEDUDUKAN KEUAl'IGAN 

Pasal2 

(1) Ketua, Wakil Ketua da,n Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Lebong diberikan 'l'unjaogan Perumahan sctiap bulannya 

~ebesar; 

a. Kerua 

b, Wakil Kelua 

c. Anggoia 

: Rp 4 .000.000,

. Rp 3.500.000, 

: Rp 3.000.000,• 



• 

(2) Tunjangan Perumahan sebagmroana climaksud pada ~al t I) dibayar 

terhitu1111 bulan Janua.ri 2014 

BABW 

PEMBJAYAAN 

Paaa1 3 

Segala biaya yang dikeluarkan unluk pcrobiayaan Tunjangan Perumahan 

Kctua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pcrwaloian Rakyat Oaerah Kabupaten 

Lebong d.ibebaokan kepada Anggaran Pendapatan dan Belaoja Daerah (APBD) 

Kabupaten Lebong pada Dokumen Pelaksana&n Belanja Sckretariat DPRD 

Kabupaten Lebong. 

BAB IV 

KETENTUAN LAJN.LAJJII 

Paaal4 

Tunjangan Pcn1roabao ~ebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dan 

Ayat (2), tidak dibcrikan Jagi ap.ibila ll'h1h te_r!l¢die perumahao dinas bagi 

Ketua, Wakil Kctua dt-tn Anggoui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (OPRD) 

BABV 

PENUTUP 

Paaal 5 

Pada saat Peraruran Bupati ini, berlaku Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 

2013 lentang Tunjangan Perumahao untuk Kerua, Wa.kil Ketua dan Anggota 

Dewan ~rwakilan Rakyat Oacrah (DPRD) Kabupaten Lebong. (Ber.ita Daerah 

Kabupaten Lebong Nomor 26 ). clicabut dan dim.yatakan tidak bcrlaku. 

Paaa16 

Peraturan Bupati In! mu!al berlaku pada tanggal diundangkan. 



t 

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkao pengundangan 

Peraturan Bupal:i ini dengan penempata nnya dalam Berlta Daernb 

Kabupaten Lebong. 

Di undangkan di 'i't!boi 
pada tanggaloJ-ApriL-2014 

Diletapkan di Tubei 
pad'a tanggaJc~•Arrit.- :2014 

faUPATILEBONO, ( 

~) 

H. ROSJONSYAH 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG 

/ 
H. ARBAIN AMALUDIN 

DERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 l'iOMOR 

PEMERINTAH K.ASUPAiEJ-1 LcBONG 
8AGIA~ ~~~~~! CMl Kt.=J~ ~-~~AOlt~i 

fl/-
PE~ELAAH PROOUK HUKUM 

KABUPATEN LE80NG ~ 

"' 


